
 

 

ABSTRAK 

 

Muhammad Ghazi al-Ghifari / 1193060054: Sanksi Tindak Pidana Pencurian 

Database Milik KOMINFO Menurut UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 1-3 

Perspektif Hukum Pidana Islam 

Kehidupan sosial masyarakat kini tidak dapat jauh dengan yang namanya 

Teknologi Informasi dan Komunikasi. Manfaat teknologi memberikan dampak yang 

cukup besar pada kemajuan peradaban karena segala sesuatu dapat diakses dengan 

mudah, selain memberikan dampak yang baik juga memberi peluang untuk dijadikan 

sarana terjadinya modus kejahatan baru yaitu cyberime. 

Penelitian ini memiliki tujuan, di antaranya: 1) Untuk Mengetahui Sanksi 

Tindak Pidana Pencurian Database Milik KOMINFO Dalam UU PDP Nomor 27 

Tahun 2022 Pasal 1 – 3. 2) Untuk Mengetahui Sanksi Tindak Pidana Pencurian 

Database Milik KOMINFO Menurut UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 1 – 3 

Menurut Hukum Pidana Islam. 3) Untuk Mengetahui Relevansi Hukum Pidana Islam 

Terhadap Tindak Pidana Pencurian Database Milik KOMINFO Menurut UU PDP 

Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 1 – 3. 

Kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini yaitu 

dengan teori sanksi pidana pokok, teori pemidanaan, teori pencurian dan ilegal 

akses.Serta teori dari Hukum Pidana Islam yaitu melalui dalil-dalil al-Qur’an dan 

hadist, juga teori fiqh Jinayah. Dengan demikian, tindak pidana pencurian database 

milik KOMINFO ini telah melanggar kemaslahatan individu dan masyarakat, maka 

harus dibebankan sanksi yang tegas. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dan analisis 

konten yang sumber datanya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang 

Perlindungan Data Pribadi Pasal 1-3. Alur pembahasannya dalam skripsi ini 

menggunakan deduktif kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi data 

yang konkret tentang Sanksi Tindak Pidana Pencurian Database Milik KOMINFO 

Menurut UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 1-3 Perspektif Hukum Pidana Islam. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana pencurian database 

milik KOMINFO ini merupakan kejahatan dalam dunia maya yang dilakukan 

melalui jaringan internet dengan cara menggunakan komputer atau yang sejenisnya. 

Adapun dari segi unsur-unsur tindak pidana pencurian database milik KOMINFO 

ini dapat dikatakan sebagai jarimah karena memenuhi syarat dari ketiga unsur umum 

tersebut. Sanksi yang dibebankan kepada pelaku sesuai dengan pasal 65 ayat (1) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda 

paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sanksi menurut Hukum 

Pidana Islam terhadap pelaku adalah hukuman berupa jarimah ta’zir. 
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